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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT pelaksanaan penyusunan Laporan 

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester Satu Tahun 2025 telah diselesaikan. Kegiatan 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Tahun 2025 ini 

diselenggarakan mulai bulan Juli 2025 sampai dengan Desember 2025.  

Disusunnya laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini dalam rangka upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai PERMENPAN RB RI Nomor 14 tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan 

merupakan salah satu alat yang bisa digunakan oleh unit pelayanan publik untuk mengevaluasi 

kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh unit tersebut. Yang dapat menjadi gambaran persepsi 

masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima, dan dijadikan pedoman dalam perbaikan 

kualitas kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, selain itu 

Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat dan Rekomendasi serta beberapa catatan berdasarkan 

pelaksanaan survei kami sampaikan dalam laporan ini, agar dapat menjadi masukan untuk 

pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana 

Tidung. 
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Dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak hingga 

pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini terlaksanakan dengan lancar. 

Semoga Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Tahun 2025 

Semester Dua ini dapat bermanfaan bagi kita semua. 

Tideng Pale, 15 Desember 2025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

 

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Mentri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 

tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik yang menggantikan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

yang dipandang belum mengatur hal teknis pelaksanaan Survei Kepuasan Msyarakat, 

mengingat semakin meningkatnya tuntutan Masyarakat atas kualitas pelayanan public 

oleh pemerintah, merupakan konsekuensi dari perubahan minset Masyarakat tehadap 

poal hubung pemerintah,masyarakat,dunia usaha (tripilar dalam konsepsi government).  

Masyarakat saat ini bukan hanya mempersoalkan terpenuhi atau tidakmya 

kebutuhan akan pelayanan public, akan tetapi sudah mempertanyakan mutu atau 

kualitas layanan public yang mereka terima dari pemerintah. Pemerintah dituntut untuk 

mampu menyelenggarakan pelayanan public yang semakin membaik dan berkualitas 

menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). 

Pemerintah Daerah sebagai service provider dan service arranger memiliki 

kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan Masyarakat setempat. 

Namun demikian, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan perannya 

tersebut sangat di tentukan pada Tingkat kualitas pelayanan public yang disediakan. 

Salah satu upaya untuk memperbaiki evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang 

disediakan oleh berbagai Unit Organisasi/Perangkat Daerah. Secara garis besar terdapat 

dua pendekatan yang dapat digynakan untuk menilai kinerja pelayanan public yaitu 

pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari prespektif pemberi layanan(birokrasi-

Pemerintah Daerah) dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari prespektif 

pengguna layanan(publik). 

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana 

Tidung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada 

seluruh institusi pemerintahan, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai 
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tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut 

secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan Masyarakat merupakan ukuran untuk 

menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, 

Kementrian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomoe 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusuan Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggaraan Publik. Peraturan Mentri Pendayagunaan Apartur 

Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan 

Daerah untuk mengevaluasi penyelnggaraan pelayanan public sekaligus sebagai alat 

untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Untuk mewujudkan visi dan misi 

Kabupaten Tana Tidung melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2025 semester II. 

 

2. Dasar Pelaksanaan 

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan 

Publik Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu upaya 

untuk mengetahui Tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Sebagai dasar hukum yang melandasi pelaksanaan survei dimaksud yaitu: 

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

3) Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

4) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung; 

5) Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelyanan Terpadu Satu  Pintu. 

 

 

 

 

 



 

3 
 

3. Maksud dan Tujuan  

1. Maksud 

Maksud Maksud dari kegiatan ini, adalah:  

• Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar 

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2025, sehingga diperoleh 

Nilai/Tingkat Kepuasan Masyarakat sebagai pedoman untuk mengukur 

perubahan Nilai Kepuasan Masyarakat pada tahun berikutnya;  

• Memperbaiki kinerja Unit Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung yang sekaligus 

merupakan cerminan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Tana Tidung 

menurut persepsi pengguna jasa layanan atau publik; dan  

• Mengidentifikasi harapan masyarakat akan pelayanan publik di Kabupaten Tana 

Tidung.  

2.  Tujuan  

Tujuan dari kegiatan ini, adalah:  

• Terukurnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung Semester 

Satu Tahun 2025. Sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;  

• Pemetaan kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh masing- 

masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;  

• Teridentifikasinya harapan masyarakat akan pelayanan publik di Kabupaten 

Tana Tidung: dan  

• Sebagai ukuran dasar dalam penilaian pencapaian kinerja pelayanan pada tahun 

berikutnya. 
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BAB II 

PENGUMPULAN DATA SKM 

1. Pelaksana SKM  

Pemberian pelayanan publik oleh apasatur pemerintah kepada masyaraka 

merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyaraka sehingga 

kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat 

strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauha mana Dinas telah 

menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perkembangan 

kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring dengan tingkat kehidupan 

masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh 

masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.  

Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan dilakukan oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terepadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan perizinan, sebagaimana hasil SKM yang didapat dari pelaksanaan survei 

selama semester dua 2025  

2. Metode Pengumpulan Data  

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang 

diperoleh langsung dari responden melalui pengisian kuesioner terstraktur Adapun 

responden dipilih secara acak (random sampling) yang ditentukan sesuai dengan 

masyarakat yang pernah menggunakan layanan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung Pelaksanaan Survei Kepuasan 

Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrası Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

penyusunan Surves Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

yang menetapkan unsur survei kepuasan masyarakat sesuai dengan peraturan tersebut 

meliputi: 
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1. Persyaratan Pelayanan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative; 

2. Prosedur Pelayanan, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 

3. Kecepatan pelayanan, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 

4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, adalah ongkos yang dikenakan kepada 

penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 

penyelenggara dan Masyarakat; 

5. Kesesuaian syarat pelayanan dan hasil pelayanan, adalah hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan standar ketentuan yang telah ditetapkan 

sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan. 

6. Kemampuan petugas pelayanan, adalah kemampuan yang harus dimiliki 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman: 

7. Kesopanan dan keramahan petugas, adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan; 

8. Ketersediaan maklumat, adalah ketersediaan informasi atau data yang relevan 

yang dapat diakses, ditemukan, dan digunakan dengan mudah oleh pihak yang 

membutuhkan dalam rangka peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 

dalam pelayanan; 

9. Penanganan pengaduan pelayanan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan 

pengaduan dan tindak lanjut. 

 

3. Lokasi Pengumpulan Data  

Lokasi pengumpulan data dilaksanakan di kantor Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung. Sedangkan pengisian kuesioner 

dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui pengisian form 

kuisioner di meja layanan pengaduan. Dengan cara ini penerima layanan aktif 

melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari Petugas Pelayanan. 
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BAB III 

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 

 

1. Karakteristik Responden SKM 

Pelaksanaan Survei Kepuasana Masyarakat dilakukan terhadap responden dengan 

profil berdasarkan umur, Pendidikan, dan pekerjaan. Responden yang mengikuti Survei 

Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 sebanyak 100 orang dengan rincian sebagai berikut: 

 

No Karakteristik Indikator Jumlah Persentase 

1.  Jenis Kelamin Laki-Laki 55 55.00 % 

  Perempuan 45 45.00 % 

2.  Umur < 20 Tahun 1 1.00 % 

  20 - 29 Tahun 18 18.00 % 

  30 - 39 Tahun  34 34.00 % 

  40 - 49 Tahun 27 27.00 % 

  >  50 Tahun 20 20.00% 

3. Pendidikan Terakhir SD Kebawah 0 0.00 % 

  SLTP 2 2.00 % 

  SLTA 77 77.00 % 

  Pelajar / Mahasiswa 0 0.00 % 

  Lainnya 21 21.00 % 

4. Pekerjaan Umum PNS / TNI / POLRI 10 10.00 % 

  Pegawai Swasta 9 9.00 % 

  Wiraswasta 53 53.00 % 

  Pelajar / Mahasiswa 1 1.00 % 

  Lainnya 27 27.00 % 
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2. Indeks Kepuasan Masyarakat  

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan 

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat 

pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan 

publik.Tingkat kepuasan layanan tersebut dalam bentuk nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) yang telah dikonversikan. Nilai tersebut disesuaikan dengan urutan 

kategori kinerja mutu pelayanan yaitu tidak baik, kurang baik, baik dan sangat baik 

sebagaimana tabel berikut.  

 

Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja 

Unit Pelayanan 

Nilai Persepsi Nilai Interval Nilai Interval 

Kompetensi 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak Baik 

2 2,60 – 3,064  65,00 – 76,60 C Kurang Baik 

3 3,064 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik 

4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100 A Sangat Baik 
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Pengaolahan data SKM Menggunakan Excel template diperoleh hasil SKM sebagai 

berikut : 

 Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Kuisoner 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Rata-Rata IKM 

Per Unsur 
3,78 3,74 3,75 3,86 3,79 3,80 3,78 3,46 3,90 

Bobot 0,42 0,42 0,42 0,43 0,42 0,42 0,42 0,38 0,43 

Kategori A A A A A A A A A 

Tertimbang 3,76  

IKM 93,96 ( A ”Sangat Baik” ) 

 

        Dari Pengolahan data SKM Semester II Tahun 2025 dapat si simpulkan bahwa: 

a. Nilai IKM setelah dikonversi : 93,96 

b. Mutu Layanan : A 

c. Kinerja Unit Layanan : Sangat Baik 

 

IKM Per Unsur Pada DPMPTSP Kab. Tana Tidung Semester II Tahun 2025 

No. Unsur Pelayanan 
Nilai Unsur 

Pelayanan 

SKM Per 

Unsur 

1 Persyaratan Pelayanan 3,78 94,50 

2 Prosedur Pelayanan 3,74 93,50 

3 Kecepatan Pelayanan 3,75 93,75 

4 Kewajiban biaya / tarif dalam pelayanan 3,86 96,50 

5 Kesesuaian syarat pelayanan dan hasil pelayanan 3,79 94,75 

6 Kemampuan petugas pelayanan 3,80 95,00 

7 Kesopanan dan keramahan petugas 3,78 94,50 

8 Ketersediaan Maklumat Pelayanan & Penerapannya 3,46 86,50 

9 Penanganan pengaduan layanan 3,90 97,50 

 Rata-rata Tertimbang 3,76 93,96 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS SKM DAN  

RENCANA TINDAK LANJUT 

Berdasarkan hasil dari pengolahan dara SKM Semester II Tahun  2025 dapat di ketahui bahwa unsur pelayanan terendah Adalah unsur prosedur pelayanan 

Dan unsur tertinggi Adalah unsur Penanganan pengaduan layanan dan secara keseluruhan nilai SKM Berkategori sangat baik dengan nilai 3.90 dan nilai rata 

– rata IKM mencapai 3,76 

No 
Unsur 

Pelayanan 

Nilai SKM Per 

Unsur 
Analisis Rencana Tindak Lanjut Waktu 

Penanggung 

Jawab 

1. 

Maklumat 

Pelayanan & 

Penerapan nya 

 

86,50 
Baik (Nilai 

Terendah) 

- Melakukan 

Penyesuaian/perbaikan 

Standar Pelayanan 

- Mempublikasi dan 

Aksesibilitas Informasi 

- Komitmen dan Integritas 

- Peningkatan Profesionalisme 

SDM 

- Meningkatkan Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

- Mensosialisasikan 

Mekanisme Pengaduan yang 

Efektif 

- Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Penunjang 

 

Jangka Pendek 

Bidang 

Perencanaan 

Pelayanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan dan 

Bidang Pengadian 

Kebijakan 

Informasi dan 

Pelaporan 
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Dengan mengikuti Langkah-langkah berikut, diharapkan dapat meningkatkan nilai unsur pelayanan yang di anggap rendah serta mampu mempertahankan dan 

meningkatkan nilai unsur pelayanan lainya untuk meperbaiki kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
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BAB V  

PENUTUP 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan berada pada kategori sangat baik dengan tingkat 

kepuasan masyarakat yang sangat tinggi. Perbaikan difokuskan pada penyederhanaan prosedur 

pelayanan untuk lebih meningkatkan kepuasan pengguna layanan.  

Berdasarkan data rata-rata IKM per unsur adalah  

• Tingkat Capaian Pelayanan  

Tingkat capaian pelayanan dengan nilai rata-rata tertimbang adalah 3,76 atau setara 93,96 

pada skala 100. Berdasarkan kategori penilaian IKM, angka ini termasuk sangat baik;  

• Unsur dengan Nilai Tertinggi  

Unsur nilai tertinggi adalah Penanganan pengaduan layanan yakni 3.90/ 97,50 ini 

menunjukkan respons dan penyelesaian keluhan sangat memuaskan.  

• Unsur dengan Nilai Terendah  

Unsur nilai terendah Adalah Prosedur pelayanan yakni 3,46/86.50. Meskipun nilainya 

tetap tinggi, aspek ini memiliki skor terendan Jan berpotensi untuk ditingkatkan, misalnya 

dengan penyederhanaar alur pelayanan  

2. Saran  

1. Penyederhanaan Prosedur Pelayanan  

• Meninjau kembali alur proses agar lebih singkat dan mudah dipaham;  

• Memperbanyak panduan visual atau infogratis prosedur, dan  

• Mengoptimalkan layanan online untuk mengurangi tatap muka yang herbelit. 

2. Penguatan Layanan Informasi  

• Menyediakan informasi persyaratan dan prosedur melalui berbagai media (website, 

media sosial, leaflet di loket); 

• Memastikan petugas memahami dan mampu menjelaskan prosedur secara jelas kepada 

pengguna layanan. 

3. Pertahankan Kinerja pada Unsur Unggul 

• Lanjutkan kecepatan pelayanan, kesopanan petugas, dan evektivitas penanganan 

pengaduan; 

• Memberikan penghargaan atau insentif kepada petugas sebagai bentuk apresiasi atas 

kinerja yang baik. 

4. Evaluasi Berkala 

• Lakukan Survey SKM secara rutin untuk memantau tren kepuasan Masyarakat; 

dan 
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• Gunakan hasil survey sebagai dasar perbaikan berkelanjuatan 
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LAMPIRAN 1 

KUESIONER 
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LAMPIRAN 2 

HASIL PENGOLAHAN DATA SEMESTER II TAHUN 2025 
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LAMPIRAN 3 

DOKUMENTASI PENGISIAN KUESIONER OLEH PENGGUNA LAYANAN 

 

 


